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BAB II

HAK MILIK TANAH MENURUT HUKUM ISLAM

Sebelum membahas masalah hak milik menurut hukum

sebagal pendahuluan dan sebagai bahan perbandi

ngan, perlu kiranya dibahas secara sekilas tentang hak

milik menurut hukum positif di Indonesia.

A. Sekilas Hak Milik Menurut Hukum Positif Di Indonesia.

1.

Hak Milik Menurut Hukum Adat,

a, Pengertian.

Hukum adat mengakui adanya hak perorangan -
sebagali suatu hak yang diberikan kepada warga desa
ataupun orang luar atas sebidang tanah yang berada
di wilayah hak purba persekutuan hukum yang ber
sangkutan, Jenis hak perorangan yang terpenting
ada 6 yaitu : Hak milik, hak wenang pilih, hak me-
nikmati hasil, hak pakai, hak imbalan jabatan, dan

hak wenang beli.

Hak milik merupakan hak terkuat di antara -

“hak-hak perdrangan. Pemilik tanah yang berhak pe

nuh atasnya itu harus menghormati 3
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1. Hak purba persekutuan hukummya
2. Kepentingan para pemilik tanah lainnya

3., Peraturan-peraturan hukum, inklusif hukum adat.
b, Cara memperolehnys
Hak milik atas tanah dapat diperoleh dengan

1. Membuka tanah hutan/belukar

2. Mewaris tanah
5. .Menerima tanah karena pembelian,penukaran, ha
diah
Daluwarsa (verjaring).
|: L il 1 CSU’X .‘LI‘?_,_(\ L ] ] ( O =" :‘ -
Hak Milik Menurut Hukum Perdata.
=5 enzertian
Hak milik (Eigendom) adalah hek yang paling
sempurna atas suatu benda, Seseorang yang memp u

nyai hak milik (Eigendom) atas suatu benda dapat -
berbuat apa saja dengan benda itu ( menjual, meng
gadaikan, memberikan, bahkan merusak ), asal saia
ia tidak melanggar undang-undang atau hak orang la

in. ( pasal 570 B.W. ).
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b, Cara memﬁerolehnya.

Menurut pasal 584 B.W., Eigendom ( hak mi-
14k ) hanvalah dapat dipernleh dengan dalan

1. Pengambilan, (contolh : membuka tanah, memancing
ikan).

2. Natrekking, yaitu Jjika suatu benda bertambah be
sar atau berlipat karena perbuatam alam, ( con-
toh : tanah bertambah besar sebagai akibat gem
pa bumi, kuda beranak, pohon berbuah ).

3. Lewat waktu (verjaring).

4. Pewarisan.

5. Penyerahan (levering) berdasarkan suatu titel -
pemindahan hak yang berasal dari seorang yang =
berhak memindahkan eigendom,

( Prof. Subekti, S,H., 1987 : 69 - T1 ).

Hak Milik Menurut UUPA Tahun 1960

a., Pengertian,

Hak milik menurut UUPA Tahun 1960 pasal 20
ayat 1 disebutkan sebagal hak turun temurun, terku
at dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas t;
nah dengan mengingat ketentuan pasal 6 UUPA.

Turwn temurun artinya hak milik tidak hanya
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berlangsung selama hidupnya pemilik, tetapi dapat
dilanjutkan ahll warisnya bila pemiliknya mening

gal. ( Effendi Perangin, S.H, 1991 : 236 ).

Dengan demikian, hak milik dapat diwariskan
tanpa perlu diturunkan derajatnya ataupun hak itu
menjadi tiada atau mémohon haknya kembali ketika -

terjadi perpindahan tangan.

Dan diartikan terkuat dan terpenuh bukanlah
seperti pengertian yang terdapat dalam hak eigen
domfdal am KUH Perdata, namun diartikafh disinds se-
suai dengan penjelasan pasal-pasal UUPA yaitu teka
nannya pada kata "ter", artinya paling dibanding -
kan dengan hak-hak yang lain yang diatur UUPA, se

perti hak guna bangunan atau hak pakai, ( Prof, Dr.

A,P, Parlindungan, S.H. 1986 : 68 ).

Disamping itu, hak milik disini terikat de
ngan ketentuan pasal 6 UUPA yang menyatakan bahwa

semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

b. Perolehan hak milik,

Hak milik atas tanah yang diperoleh sese
orang menurut UUPA dikatagorikan dalam dua sifat

yaitu Originair dan Derefatif.
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1. Perolehan hak milik secara orginair (asli).

Yang dimaksud dengan perolehan hak milik se
cara originair adalah tanah yang diperoleh dari pe

merintah semula belum berstatus hak milik, tetapi

" Tanah negara atau hak guna usaha atau hak pakail
= 3 L

atau hak guna bangunan yang diubah menjadi hak mi

1ik", ( Effendi Perangin, S.H. 1991 : 254 j

Secara konstitusional, perolehan demikian -
ini dicantumkan dalam pasal 22 UUPA yang menjelas-
kan bahwa hak milik dapat terjadi karena :

a. Menurut hukum adat yang diatur dengan peraturan
pemerintah,

b, Menurut penetapan pemerintah,

c. Menurut ketentuan undang-undang.

a). Menurut ketentuan hukum adat,

Atas dasar ketentuan hukum adat, hak milik
dapat terjadi karena proses pertumbuhan tanah di
tepl sungai di pinggir laut. Pertumbuhan tanah ini
menciptakan tanah baru yang disebut "lidah tanah "
Lidah tanah ini akhirnya dimiliki gasyarakat seki
tarnya. Dengan demikian maka terjadilah hak milik
atas tanah hasil pertumbuhan itu,

Selain itu dapat juga terjadi hak nilik ka
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rena "Pembukaan tanah", Misalnya tanah yang semula

hutan, dibuka atau dikerjakan seseorang.

b). Menurut penetapan pemerintah.

Cara terjadinya hak milik yang lazim adalah
cara yang kedua ini, yaitu yang diberikan oleh pe

merintah dengan suatu penetapan,

Panah yang boleh diberikan pemerintah de
ngan hak milik itu ialah tanah negara, yaitu tanah
yang dikuasai langsung oleh negara. Jadi tidak ada

pihak lain selain negara diatasnya.

Lahirnya hak milik berdasarkan penetapan pe
merintah memerlukan suatu proses yang berangkai,se
bagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Ne
geri (PMDN) yaitu
1. PMDN no., 5 tahun 1973 tentang "Ketentuan keten-

tuan mengenai tata cara pemberian hak atas ta
nah, '
2. PMDN no. 1 +tahun 1977 tentang tata cara permo

honan dan penyelesaian pemberian hak atas bagi

an bagian tanah, hak pengelolahan serta pendaf

tarannya.

c). Menurut ketentuan undang-undang,
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Terjadinya hak milik yang ketiga ini adalah
atas dasar ketentuan konversi Undang-Undang Pokok
Agraria yang menentukan bahwa pada tanggal 24 Sep
tember 1960, semua hak-hak atas tanah yang ada, di
ubah menjadi salah satu hak yang baru. Perubzhan -

itu di sebut konversi, ( Effendi Peranginy S.H.

1991 : 243 )o

2. Perolehan hak milik secara Derevatif.

Yang dimaksud perolehan hak milik secara de
revatif adalah memperoleh hak milik atas tanah -
yang sebelumnya sudah berstatus hak milik orang la

in, Jadl sifatnya hanya peralihan hak dari satu pi

hak pada pihak lain,

Hal ini diatur dalam pasal 26 UUPA, yang ke
mudian secara terperinei oleh PP no. 10 tahun 1961
dijelaskan tentlang beberapa perbuatan Yang bermak
sud memindahkan hak atas tanah yang aktanya harus
dibuat oleh dan dihadapan PPAT adalah adalah seba
gal berikut : Jual beli, pelelangan, tukar menukar,
percampuran harta, hibah menurut adat, pemberian -
dengan wasiat, jual gadai, pewarisan tanpa wasiaé,
hipotek dan credietverband. ( Edi Ruchiyat, S;H; :
1988 & 63 ).
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¢c. Hapusnya hak milik,

Dalam pasal 27 UUPA dijelaskén bahwa hak mi

1ik hapne anahila -

a)e. Ta

° dc

b)e. Tanahnya musnah

Milik

'l LK

i A i . W W, s s
lannya Ja tuh ke P Gda negara

Karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18
Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemi
liknya,

Karena diterlantarkan.

Karena ketentuan pasal 21 ayat 3 dan 26 =

ayat 2 .

nr = - 4= I s 11 Tal am
Menurut Hukum Islam

1e

Menurut bal

Menurut istilah, milik ialah -

Se

Pengertian

1asa milik adalah

S b o B, L

Memiliki sesuatu dan berkuasa bertindak secara be
bas terhadapnya. ( Musthafa Ahmad Azzarga' 1968 .

240 ),

&

R AT RS AW PP

PN BN a2 P O\ o 6,
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Apabila seseorang menyimpan suatu benda secara
sah, maka dia dapat mengambil manfaat dan mentasarruf
kan benda tersebut, karena benda itu menjadi monopoli
baginya, kecuall jika dijumpai adanya penghalang se
perti gila, dungu, dan sebagainya, Pihak lainpun td
dak boleh mengambil benda tersebut dan memanfaatkan -
nya kecuall ada alasan hukum yang membolehkan seperti
menjadl wali, menjadi pelaksana wasiat, atau menjadi-
wakil. Akan tetapi dalam hal ini mereka bukanlah pemi
lik, hanya sebatas pelaksana dari orang-orang yang di
bawa tanggungannya, Sebaliknya anak kecil, orang gila
adalah pemilik harta bendanya, dia tidak boleh menta
sarrufkannya karena dipandang masih kurang cakap. Me
reka bebas bertindak terhadap harta bendanya jika su
dah hilang penghalangnya, ( Wahbah Az-Zuhaili 1989

489-490 ),

Milik selain diartikan sebagai suatu hubungan-
antara orang dan Eenda, Juga diartikan sgebagai sesu
atu yang dimiliki. Umpamanya dikatnkan : "Mobil  ini
adalah miliknya", dapat diartikan mobil ini adalah se

suatu yang dimilikinya,

Oleh karena itu fugaha' golongan Hanafi menya
takan bahwa manfaat dan hak-hak adalah milik bukan -

benda. Dengan demikian milik menurut fugaha' golongan
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Hanafi mempunyai pengertian yang lebih luas dari pada

benda. ( Drs. Masduha Abdurrahman, 1992 : 86 ).

2, Cara-cara memperoleh milik.

Cara-cara memperoleh hak milik adalah

a. Dengan cara menguasai benda mubah (bebas).

Yang dimaksud dengan benda mubah (bebas) ada
lah benda yang tidak ada hak milik seseorang di

atasnya dan tidak ada larangan syara' untuk memili

kinya,

Untuk memiliki benda bebas ini diperlukan ada
nya 2 syarat :
1. Benda tersebut tidak dikuasai oleh seseorang

e -

terlebih dahulu,
2., Bermaksud untuk-memiliki. ( Prof, Dr. T.M, Has

3

bi Ash Shiddieqy, 1974 : 10 ).

Diantara benda-benda mubah (bebas) yang dapat

dikuasai adalah dengan cara menghidupkan tanah ma-

ti ( Ihyaul Mawat ).

Pengertian tanah mati, dikemukakan oleh para
ulama dengan berbagai ragam susunan kalimat, tapi
pada prinsipnya mempunyai satu pengertian yang ham

Pir sama, diantaranya adalah yang dikemukakan oleh.
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Imam Hanafi yang menyatakan bahwa tanah mati adalah
tanah yang tidak bisa dibuat lahan pertanian  karena
terputusnya air atau justru menjadi tempat genangan -

air dan tidak dimiliki seseorang. ( Wahbah Az-Zuhaili

Imam Hamball memberikan pengexrtian sebagai
nah yang tidak ada pemiliknya, tidak ada airnya o |

dak ada bangunannya dan tidak bisa diambil manfaatnya

o Ve ot ol 1 4 e A~ 91l oM b o T3 . - 4 <
Sementara itu Imam Malik memberikan pengertian-

-]

sebagal tanah yang membutuhkan perawatan khusus agar
dapat dijadikan lahan:- baik tanah itu dekat dencan ke

ramaian atau jauh. ( Wahbah Az-Zuhaili, 1989 : 554 ),

Sedangkan Imam Syafi'i mengemukakan bahwa tanah

...... 10U

mati adalah tanah yang tidak ada orang yang merawat

nya dan tidak ada batas-batas sebagal tanda dikuasai
seseorang baik itu jauh dari keramaian atau dekat.

( Wahbah AzpZuhaili, 1989 : 550 ). Pengertian senada
dikemukakan oleh Al-Mawardi dalam Kitab Al-Ahkamussul

thaniyah,

Menutut Abu Yusuf, tanah itu disyaratkan harus
Jauh dari perkampungan, yang sekiranya bila ada orang

yang berhenti di paling ujung tepi luarnya, kemudian
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berteriak, suaranya tidak terdengar di perkampungan -
sekelilingnya. Akan tetapi syarat yang dikemukakan -
oleh Abu Yusuf bukan menjadi pertimbangan utama, bila
melihat beberapa dalil pondukﬁng, yang menjadi pexrtim
bangan utama adalah belum adanya penagmbilan manfaat-
oleh seseorang walaupun tanah itu dekat dengan perkam
pungan, demikian komentar Imam Hanafi. ( Wahbah Az=Zu

haili, 1989 : 544 ),

Menghidupkan tanah mati sebagai salah satu sebab
yang sah terhadap pemilikan tanah adalah berdasarkan

hadits Rasulullah Saw

5\_5 b\l'i‘y ‘;{,_:\J’ Ler\ \_I.:_rl»—ll\, (_:;-’

a2 renghidupkan tanah yang mati, maka ia
itu baginya. ( A )

Al-Anshari tt, : 86

al

1%

Intuk menghidupkan tanah mati, dapat ditempuh de
ngan berbagal macam cara, Menurut Imam Hanafi, dilaku

]

kan dengan memperbaiki tanah dengar

1 cara mendirikan
bangunan, menanaminya, membuat parit, menabur benih
tanaman atau menyiram serta menggalih tanah atau mema
garinya, Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat dilakukan
sesuali dengan tujuan dan maksud pemanfaatan tanah ter

sebut dan dikembalikan pada adat kebiasaan yang berla

ku, karena syara' tidak memberikan batasannya.

Sementara itu Imam Hambali menyatakan dengan cara



memagarinya dengan kuat, terlepas apakah nanti d

26

iguna

kan untuk bangunan atau tanaman, atau untuk menggemba

la ternzak.

9 a7l 41 me mhb e ~ me A =l-Val=T o e le
Imam Malik memberikan komentar secara terpe

yvakni dilakukan dengan salah satu dari 7 cara yait

(1) Mengusahakan adanya sumber air baik untuk

3\

Sumur

atau sumber air. (2) Menghilangkan air, bila tempat

itu menjadi tempat genangan air. (3) Mendirikan
nan diatasnya. (4) Menanaminya pohon. (%) Memba
(6) Memotong pepohonan yang tumbuh lebat di ata:
(7) Memecahkan bebatuan di atasnya dan meratakan

nalh.

tu atau memagari tanah dengan kayu atau duri di

tar tanah mati dengan tanpa ada usaha sama sekali

tuk memperbaiki tanah tersebut, maka hal yang

an menurut para fuqaha' dengan sepakat bukan ter

oLl 111

jenis memakmurkan atau menghidupkan tanah mati,
kepadanya juga tidak diberikan hak milik, hanya

dia lebih berhak mengusahakan tanah yang mati

fengenal pemberian batas dengan memakai tanda

Lr’l’lgu

Jaknya.

snya.

ta

ba

gekl -

un

demiki

masuk
dan
saja

terse

but dari pada orang lain, Hal ini berdasarkan hadits

Nabi Saw ;

mjou>tﬁgf€uura¢{}L@Aauu’e\fc)\cmhﬂﬁc;*

Barangsiapa lebih dahulu (membuka tanah) yang be
lum didahului oleh orang Islam lain, maka dia le
bih berhak terhadap tanah tersebut. ( Wahbah Az-

Zuhaili 1989 ; 558 ),°
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Sebagai konsekwensi dari ketentuan tersebut, maka
bila ada orang memagari tanah yang mati tanpa adanya-
usaha-usaha untuk memakmurkan tanah tersebut walaupun
dia lebih berhak mengelolanya dari orang lain, tetapi
dia tidak berhak dan tidak sah secara hukum menjual -
tanah yang dipagarinya tersebut. ( Abu Muhammad Abdul

lah, 1980 : 331 ),

Mengenal masalah disyaratkannya ijin dari pemerin
tah dalam menghidupkan tanah mati, para ulama berbeda
pendapat ; Menurut Abu Yusuf, Muhammad, Syafi'i, Ah-.
mad bin Hambal dan lainnya bahwasannya hadits terdahu
lu yang menjelaskan tentang menghidupkan tanah sudah
cukup jelas, secara mutlak hadits tersebut memberikan
keleluasaan pada siapa saja untuk memiliki tanah mati
dengan jalan memakmurkannya tanpa adanya syarat ijin

dari pemerintah,

Imam Malik bin Anas membedakan antara tanah yang
dekat dengan keramaian dan jauh dari keramaian., Untuk
tanah yang dekat dengan keramaian, maka memerlukan -
ijin dari pemerintah, se@ang tanah yang jauh dari ke
ramaién tidak disyaratkan ijin dari pemerintah, cukup \}
dengan menghidupkannya maka langsung dia memilikinya’

( Abu A'la Al-Maududi, 1969 : 38 ),

Sementara itu Imam Abu Hanifah dengan tegas menya
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takean bahwa menghidupkan tanah matl harus seijin peme

rintah, berdasarkan hadits Nabi Saw :

S T YRRV WP

Tidaklah sesuatu dimilikil seseorang kecuali yang

menyenangkan (merelakan) hati pimpinannya., ( Wah-
bah Az-~Zuhaili, 1989 . 545 ),

Bila seseorang membuka tananh tanpa ijin, secara

otomatis tidak menyenangkan pimpinannya (penguasa), =

dengan demikian maka dia tidak berhak memilikinya,

b. Dengan cara akad pemindahan milik,

Menurut Istilah fugaha', akad adalah
PAE ¢ Q}jhpé$% &U;“f *%;;L}Lcjgéi?<4\4i $>¥?J3
Perikatan 1jab dan kabul secara yang disyariatkan
agama nampak bekasnya pada yang diakadkan itu,
Masuk ke dalam 'Uqud dari segi menjadi sebad mil
kiyah atau malakiyah
1. Ugud Jabariyah, yaitu : akad-askad yang harus dila
kukan berdasarkan kepada keputusan hakim, seperti
menjual harta orang yang berhutang secara paksa.
2, Istimlak untuk maslahat umum, Umpamanya tanah ta
nah yang ada disamping masjid, kalau diperlukan un
tuk masjid, harus dapat dimiliki oleh masjid, dan
Pemiliknya harus menjualnya. Ini dikatakan Tamal
luk bil jabri,
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‘Keduanya baik akad jabariyah maupun tamalluk jabri ma
suk kedalam bidang akad.

¢, Dengan cara Khalafiyah, yaitu :

T . . o W 1 3 5 . i .
SPELS L @R e B ) opst O
Bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru d4di

tempat yang lama yang telah hilang pada berbagai-
macam rupa hak,

Khalafiyah ini ada dua cara :

1. Khalafiyah Syakhsy 'an syakhsy dan itulah yang di
katakan irts dalam istilah kita,

2. Khalaflyah Syai' 'an syaiin dan itulah yang dika-
takan tadlmin atau ta*widl (menjamin kerugian),

( Prof, Dr. T.M, Hasbi Ash-Shiddieqy 1974 : 10-11 ),

Ketiga cara memperoleh milik tersebut disepakati-
semua fugaha, Tetépi golongan#golongan Maliki,Syafi'i
dan ahmad menambah cara ke empat yaitu Syf'ah; Golo
ngan Hanafi berﬁendapat bahwa syuf'ah bukan cara mem
peroleh milik yang berdiri sendiri, tetapi termasuk -
akad ,karena dalam syuf'ah milik baru terjadi apabila
ada penyerahan benda dengan sukarela da:i.pemilik ba
' ru atau dengan putusan hakim apabila pemilik baru eng
gan ( menolak ) dan di bayar oleh penuntut syuf'ah, -
ini.ﬁerupakan akad baru., ( Drs. Masduha Abdurrahman,
1992 : 88 ), |
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3, Berakhirnya hak milik tanah,

Islam mengakul hak milik pribadi, Hak milik -
pribadi itu harus bersifat sosial, karena hak milik
pribadi itu adalah hak milik Allah SWT, yang diamanat
kan kepada orang-orang yang kebetulan memilikinya -
agar digunakan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan
pribadi dan juga kesejahteraan masyarakat, kérenanya,
islam melarang orang memborong/menyimpan/menyembunyi-
kan barang yang sangat dibutuhkan orang banyak, misal
nya bahan makanan, dengan maksud agar barang tersebut
sukar dicari dipasaran bebas, sehingga akibatnya ma
syarakat mencarinya dengan susah payah dan membelinya
dengan harga yang tinggl, sedang pemilik barang yang
tidak jujur tadi mendapatkan keuntungan yang berlebi-
han dengaen cara yang tidak wajar. Nabi Muhammad Saw.
telah memperingatkan kepada orang yang bermental meru

gikan masyarakat

L

engan sabdanya

Csar Y5 250 9, f“"’ 04,0 Z;P » Jb’q'("f’\ o

Siapa saja yang mengumpulkan barang dan menyimpan/
menyembuny ikannya dcngan maksud agar barang itu
naik/mahal, maka orang tersebut benar-benar berbu

at kesalahan/dosa.’ ( Diriwayatkan Muslim, Abu Da
wud dan Tirmidzi ),

Demikian pula, tanah-tanah yang dimiliki ealeh

Perorangan, selain dibatasi meksimalnya, yang disesu
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"aikan dengan iuas tanah dan jumlah penduduknya, maka
Islam melarang tanah-tanah yang dimiliki seseorang -
itu dibiarkan saja terlantar sehingga tidak menghasil
kan apa-apa . Islam menuntut agar tanah milik pribadi
itu dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin, dengan -
menggunakan tenaga kerja dan usaha lain yang dapat me
ningkatkan produktifitasnya, sehingga tanah itu dapat
bermanfaat untuk kesejahteraan si pemilik dan keluar
ganya, masyarakat termasuk tenaga kerjanya, dan juga
negara yang mendapat manfaat dari hasil produksi ta
nah itu, berupa pajak dan devisa negara yang sangat -
berguna untuk pembangunan,

( Prof, Drg. Masjfuk Zuhdi, 1993 : 87-88 ).

Dianjurkannya merawat tanah-tanah yang mati -
ini terlihat dalam beberapa riwayat, dimana Nabi dan
Khulafaurrasyidin membagi-bagikan tanah yang mati pa
da penduduk untuk dirawat dan dimakmurkan, Diantara -
riwayat tersebut adalah

Lo\ ashSh . ot SOVt o P e s

Cor s 255 24 20 Com o 2
Dari Algamah bin Wail, dari ayahnya bahwasannya -
Nabi Saw telah memberikan padanya satu tanah  di

Hadramaut. ( Diriwayatkan Abu Dawud dan -Tirmidzi).
( Abu A'la AX Maududi, 1969 : 40 ),

Dalam hadits lain.
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Sesumgguhnya Rasulullah membagi-bagikan tanah ke
pada beberapa orang dari Muzainah atau Juhainah.
kemudian mereka tidak memakmurkannya. Lalu datang
lah suatu kaum yang memakmurkannya, Kemudian -
orang orang Juhainah atau Muzainah mengadukan hal
mereka kepada Umar bin Khattab, lantas beliau ber
kata 3 "™ Kalaulah itu dari aku atau dari Abu Ba
kar, niscaya aku akan mengembalikannya, tetapi da
ri Rasulullah Saw ", Lebih lanjut Ia berkata ;
" Siapa yang memiliki tanah (pembagian) kemudian
ia mengabaikannya tiga tahun, tidak ia makmurkan,
lalu ada suatu kaum yang memakmurkannya, maka me
reka lebih berhak dengannya (tanah itu) ", ( Abu
A'la Al-Maududi, 1969 : 42 ),



